Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2006 - 2011 by Indrajaya, I. G. (I) & Iswara, I. M. (I)
E-Jurnal EP Unud, 3 [11] : 492-501  ISSN: 2303-0178 
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN PERKAPITA, DAN 
TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI 
BALI TAHUN 2006 - 2011 
 
I Made Anom Iswara∗ 
I Gusti Bagus Indrajaya 




Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, pendapatan perkapita, dan 
tingkat pendidikan terhadap tingkat kemisikinan di Provinsi Bali tahun 2006 - 2011. Penelitian ini menggunakan 
riset kuantitatif yaitu dengan melihat laporan pendapatan asli daerah, laporan pendapatan perkapita, tingkat 
pendidikan masyarakat dan jumlah kemiskinan di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Ditemukan hasil bahwa 
tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil selanjutnya 
menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapita secara parsial tidak berpengaruh terhadap 
tingkat kemiskinan. Serta, pendapatan asli daerah, pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of regional income, per capita income, and level of 
education on the level of poverty in the province of Bali in 2006-2011. This study used a quantitative research 
by looking at reports revenue, earnings per capita, the level of public education and the amount of poverty in the 
province of Bali. This research was conducted in the province of Bali.	  The data analysis technique used in this 
study is multiple linear regression.  It was found that the level of education has a negative and significant impact 
on poverty levels. The results further showed that revenue and income per capita in partial no effect on the level 
of poverty. And then, local revenues, per capita income, and education level simultaneously significant effect on 
the level of poverty. 
 




Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks bagi negara maju maupun negara 
berkembang, sehingga penanggulanganya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan 
(Vincent, 2009). Menurut Nilsen (2007) kemiskinan akan membatasi kemampuan individu 
untuk tetap sehat dan mengembangkan keterampilannya. Kemiskinan sampai saat ini masih 
menjadi masalah yang sulit untuk dicari solusinya. Menurut BPS Provinsi Bali tahun 2012, 
penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu, (1) karena kualitas penduduk yang rendah, (2) 
karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan (3) karena adanya perbedaan 
akses dalam modal  (Kuncoro, 2004).  
Kemiskinan merupakan penyakitndalammekonomi,msehingganharus 
disembuhkanjataujpalingjtidakjdikurangi (Addison, 2007). Upaya pengentasan 
kemiskinaniharusidilakukan secara komperhensif dan mencakupiberbagaiiaspek 
kehidupanjmasyarakat (M. Muh Nasir et al., 2008). Kemiskinan yang dihadapi oleh 
penduduk miskin telah menjadi perhatian dunia dan menjadi isu sentral dalam Millenium 
Development Goal (MDGs). Negara peserta konferensi ini dituntut untuk 
dapatjmengurangiljumlahjpendudukjmiskinjdan mengatasi kekurangan pangan hingga 50 
persen pada tahun 2015 sehingga tujuanipembangunan nasional tercapai (Yogi dan Jember, 
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2010). Program-programnpembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan 
perhatiannbesarnterhadapnupaya pengentasan kemiskinan (Budi Santosa dan Puji Rahayu, 
2005). Salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kinerja perkonomian 
agar mampu menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat sehingga dapat mengurangi 
tingkat kemiskinan di Indonesia (Prastyo, 2010).  
Chriswardani (2005) menyatakan bahwa kemiskinanjbukanjhanyajhidup 
dalamjkekuranganjuangndanntingkatnpendapatannrendah,ntetapinjuga meliputi tingkat 
kesehatan, tingkat pendidikan serta ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya 
sendiri. MenurutiTadaroi(2000),ikemiskinan ditandai oleh rendahnya 
pendapataniperikapitaidanilebarnyaikesenjangan distribusi pendapatan. Penduduk miskin 
dalam hal ini padajumumnyajbertempat tinggal di daerah-daerahjpedesaan, dengan mata 
pencaharian pokok di bidang pertanian.  
Provinsi Bali yang terkenal dengan destinasinpariwisatanyanjuga tidak luput 
darinpermasalahannkemiskinannpenduduk (Bali dalam Angka, 2013;419). Permasalahan 
kemiskinan di Provinsi Bali ini ditunjukkan dari masih tingginya angka kemiskinan di 
Provinsi Bali yang ditunjukkan pada Tabel 1 
 
Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota tahun 
2006-2011 ( Persen ) 
 
Kabupaten/Kota  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Jembrana 10,5 9,9 8,0 6,8 8,1 6,6 
Tabanan 7,8 7,5 6,9 5,0 7,0 5,6 
Badung 4,6 4,3 3,3 3,3 3,2 2,6 
Gianyar 6,3 6,0 6,6 5,8 6,7 5,4 
Klungkung  9,5 9,1 7,0 5,2 7,6 6,1 
Bangli 7,9 7,5 6,1 5,2 6,4 5,2 
Karangasem 9,4 9,0 7,7 6,4 8,0 6,4 
Buleleng 9,2 8,7 7,5 6,0 7,4 5,9 
Denpasar 2,7 2,1 2,2 2,2 2,2 1,8 
BALI 7,5 7,1 6,1 5,1 6,3 5,1 
Sumber : BPS Provinsi Bali, 2012 
 
Tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Tingginya rata-rata 
jumlah penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2006 disebabkan 
karena terjadinya tragedi Bom Bali II pada tahun 2005. Kondisi ini menyebabkan turunnya 
kunjungan wisatawan dan menjadikan banyaknya tenaga kerja yang megalami pemutusan 
hubungan kerja (Setiyawati dan Ardi Hamzah, 2007). Untuk mengatasi keadaan pasca Bom 
Bali, pemerintah dituntut untuk mendapatkan berbagai solusi yang dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat. Menurut Jalles (2011) peningkatan pendapatan agregat suatu daerah 
memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.  
Ikeji (2011) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan merangsang pertumbuhan 
dan perkembangan ekonomi di sebuah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu 
memajukan pembangunan sosial ekonomi bagi penduduk setempat (Akudugu, 2012). 
Menurut Cooray (2009) pemerintah daerah harus dapat memiliki tata pemerintahan yang baik 
agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
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Pemberianiotonomiidaerahiberpengaruhiterhadapipertumbuhaniekonomi 
suatujdaerahjkarenajmemberikanjkebebasanjkepadajpemerintahndaerahnuntuk 
membuatnrencana keuangannya sendiriidanjmembuatjkebijakan-kebijakaniyang dapat 
mendorongnpemerintahidaerahiuntukimelakukanipembangunaniekonomi 
denganjmengelolajsumberjdayanyangnada (Kuncoro, 2004). Serupa dengan Kuncoroi(2004), 
hasilipenelitianiyang dilakukan Lin dan Lin (2000) menunjukkan pemeberian otonomi daerah 
memberikanndampaknyangnsangatnberartinbagi pertumbuhannekonomindaerah. 
Menurut Abdul Halim (2007) pendapatannaslindaerahnmerupakan 
penerimaanidaerahiyangiberasalidariisumberiekonomiiasliidaerah yang terdiri dari 
pajakndaerah, retribusindaerah, dan lain-lain. Menurut Ping dan Bai (2005) pemerintah 
daerah bertanggung jawab untuk menyediakan barang publik yang mendasar seperti 
pendidikan, kesehatan, perawatan medis, dan lain-lain. Baik buruknya pengelolaan keuangan 
daerah akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah.  
Menurut Kuncoro (2004), pendapatan perkapita merupakan indikator  untuk melihat 
daya beli suatu daerah. Pendapatannperkapitandapatndiartikan sebagai jumlah dari 
nilainsuatunbarangndannjasanrata-ratanyangntersedianbagi penduduknsuatunnegara pada 
suatu periodentertentu (Bibi, 2006 Besarnyanpendapatan perkapita sering digunakan sebagai 
pembanding tingkat kemakmuran di berbagai daerah (Norton, 2002).  Pendapatan perkapita 
dapat diperoleh dari tahunntertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu 
negaranpadantahunntersebut (Sadono Sukirno, 2004:423).  
Banyakiyangiberanggapanibahwaibangsaiyangimempunyaiisumberidaya 
manusiaiyangiberkualitasiakanilebihimampuibersaingidalamimemasarkanibarang 
danijasaiyang dihasilkan (Bali dalam Angka, 2013;103). Dalamikaitaniini,isalah 
satunkomponennyangnberkaitannlangsungndengannpeningkatan sumber daya manusia 
adalahnpendidikan. Negara yang memiliki tingkat pendidikan rendah berpotensi kurang 
mampu menunjukkan ekonomi pembangunan yang berkelanjutan (Eric, 2001). Hal itu 
menunjukkan bidang pendidikan harus ditingkatkan karena dapat meningkatkan human 
capital dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Dao, 2012). 
Serupa dengan pendapatan perkapita tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap 
tingkat kemiskinan. MenurutnMankiwn(2003),nmodalnmanusianadalah pendidikan 
dannkemampuannyangndiperolehnmelaluinpendidikan, mulaindari programiuntukianak-
anakisampaiidenganipelatihanidalamipekerjaan, sedangkan Sadono Sukirno (2004) 
mengatakan bahwa individu yang memperoleh pendidikan yang tinggi cenderung 
memperoleh pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan tidak berpendidikan. Dalam 
Undang-UndangiSistemiPendidikaniNasionaliNomor 20 Tahuni2003 dikatakan bahwa 
pendidikan adalah usaha sadar dan terencanaiuntuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar pesertaididikisecara aktifimengembangkaanipotensiidirinya  
Indikator pendidikan yangidigunakanidalamipenelitianiiniiadalah rata-rata lama 
sekolah.  Pendidikan merupakan pionirndalamnpembangunannmasandepan 
suatunbangsa,nsebab pendidikannmenyangkutnpembangunannkarakterndan 
sekaligusnmempertahankan jati diri manusiaisuatuibangsa. Selain indikator rata-rata lama 
sekolah, indikator lain untuk mengukur pendidikan adalah dengan menggunakan angka 
melek huruf. Wongdesmiwati (2009) menyatakan bahwa peningkatan jumlah dan kualitas 
SDM akan menurunkan tingkat kemiskinan. Peningkatan kemampuan tidak langsung akan 
berpengaruh terhadap meningkatnya utilitas sehingga meningkatkan pendapatan (Todaro, 
2000). 
Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia tidak luput dari masalah kemiskinan ini. 
Oleh sebab itu peneliti melakukan kajian yang mendalam mengenai tingkat kemiskinan di 
Provinsi Bali dengan melakukan analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), 




pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan pada masing-masing kabupaten/kota yang ada 
di Provinsi Bali. 
 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) Untuk mengetahui pengaruh PAD, pendapatan perkapita, dan pendidikan 
secaraisimultaniterhadapitingkat kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2006 - 2011. 
2) Untuk mengetahuiipengaruh PAD, pendapatan perkapita, dan pendidikan 
secaraiparsialiterhadapitingkat kemiskinan di Provinsi Baliipadaitahun 2006 - 2011. 
     
METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali yangnmerupakannsalahnsatu kepulauan 
yangnadandinNegara Republik Indonesia. Objek dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), pendapatan perkapita dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di 
Provinsi Bali. Data yang digunakan berupa data time series pada tahun 2006 - 2011. 
 
 Data sekunder dalamipenelitianiiniiadalahidataiyang didapat dariiBadan 
PusatiStatistik yang diperoleh dari publikasi laporan-laporan tahunan di Provinsi Bali pada 
perode 2006 – 2011. Data kualitattif dalam penelitian ini adalah gambaran umum tingkat 
kemiskinan dan yang mempengaruhinya dan data kuantitatif dalam penelitian ini adalah 




metodeiobservasiinonipartisipan. Penelitian ini menggunakan teknikianalisisidata analisis 
regresi linear berganda. Penelitian ini diuji dengan menggunakan uji simultan (F-test) dan uji 
parsial (t-test) untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Adapun persamaan dari regresi 
linear berganda tersebut adalah sebagai berikut : 
 
Y = α+β1X1+β2X2+β3X3 +  µi…………………………………....(1) 
 
 Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1) Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisisnliniernbergandandigunakan dengan tujuan untuknmengetahui 
pengaruhivariabelibebasiterhadapivariabeliterikat, dimanaivariabel bebas dalam penelitian ini 
adalah Pendapatan Asli Daerah, pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan, sedangkan 
variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan di Provinsi Bali. Adapun hasil 
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Ŷ = 14,923 - 0,002X1 + 0,002X2 - 1,100X3  
Se = (1,194)   (0,001)     (0,158)     (0,186) 
t = (12,493) (-1,590)    (0,015)    (-5,930) 
Sig = (0,000)   (0,118)     (0,988)     (0,000) 
R = 0,645   F = 30,307 
 
Keterangan : 
Ŷ = Tingkat Kemiskinan (persen) 
X1 = Pendapatan Asli Daerah (rupiah) 
X2 = Pendapatan Perkapita (rupiah) 
           X3    = Tingkat Pendidikan (tahun) 
Hasil pengujian diketahui bahwa F hitung model regresi sebesar 30,307. Oleh karena 
F hitung lebih besar dari F tabel = 2,79 maka dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah, 
pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan secara serempak berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.  Nilai R2 = 0,645 memiliki arti bahwa 
64,5 persen tingkat kemiskinan di Provinsi Bali (Y) dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah 
(X1), pendapatan perkapita (X2) dan tingkat pendidikan (X3). Sedangkan sisanya 35,5 persen 
dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian. 
Dari hasil pengujian diketahui bahwa pendapatan asli daerah memilikiinilaiit 
hitungisebesar -1,590. Angkaitersebutimenjelaskan bahwa pendapatan asli daerah 
berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali, dimana t 
hitungilebihikecilidaripada -titabel = -1,675.  
 Hasil pengujian diketahui bahwa pendapatan perkapita memilikiinilaiit hitungisebesar 
0,15. Angkaitersebutimenjelaskan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh secara positif 
terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali, dimana t hitungilebihikecilidaripadaititabel = 
1,675.  
Hasil pengujian diketahui bahwa tingkat pendidikan memilikiinilaiit hitungisebesar -
5,930. Angkaitersebutimenjelaskan bahwa tingkatipendidikan berpengaruh secara 
negatifisignifikaniterhadapitingkatikemiskinanidiiProvinsi Bali, dimana t 
hitungilebihikecilidaripada -titabeli= -1,675.  
 
2) Hasil Uji Normalitas 
Uji normalitas terhadap residual yang dilakukan dalam penelitian ini memperoleh 
hasil temuan bahwa variabel – variabel penelitian telahimemenuhi 
syaratnnormalitasnsetelahndiujindengannprogramnSPSS for Windows. Tabel 2 ini menujukan 
bahwairesidualimodel terdistribusi normal. Haliiniidapat ditunjukan olehinilaiiAsymp. Sig. 
















  Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 













Sumber : Data primer, data diolah tahun 2014 
 
3) Hasil Uji Multikolinearitas 
Pada uji multikolinearitas terlihat hasil tidak terjadi gejala 
multikolinearitasiantarlvariabeldindependen dalamimodeliregresiitersebutikarena nilai dari 
tolerance dan VIFkmasing-masingimenunjukkan nilaiitoleranceiyang dimilikijseluruh 













B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 14.923 1.194  12.493 .000   
Pad -.002 .001 -.186 -1.590 .118 .517 1.936 
perkapita .002 .158 .002 .015 .988 .394 2.537 
pendidikan -1.100 .186 -.688 -5.930 .000 .527 1.898 
a. Dependent Variable: kemiskinan      
Sumber: Data diolah, 2014 
 
4) Hasil Uji Autokorelasi 
NilaiitabeliDurbiniWatsonipadaiα = 5% ; n = 54 ; k – 1 = 3 adalahidL = 1,4464 
danidU= 1,6800. Hasilipengolahanidata menunjukan nilaiiDurbiniWatson sebesar 1,876 
daninilaiitersebutiberadaidiiantaraidUidani( 4-dU )iatau 1,876 lebih besarsdaris1,6800 
dans1,861 lebih kecil dari 2,3200. Dapat disimpulkan 









One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 54 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation 1.32198021 
Most Extreme Differences Absolute .073 
Positive .073 
Negative -.055 
Kolmogorov-Smirnov Z .537 
Asymp. Sig. (2-tailed) .935 
a. Test distribution is Normal. 
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Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .803a .645 .624 1.36106 1.876 
a. Predictors: (Constant), pendidikan, pad, perkapita  
b. Dependent Variable: kemiskinan   
             Sumber : Data diolah, 2014 
 
5) Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Hasil uji heteroskedastisitas didapatkan hasil bahwa tidak terdapat gejala 
heteroskedastisitas model regresi dalam penelitian ini karenamseluruh nilai signifikansi yang 
diperoleh dari pengujian dengan metode Glejser diperoleh nilai α lebih dari 0,05iterhadap 
absolutkresidual (Abs_Res) secarakparsial, sehingga 
layaksdigunakansuntuksmemprediksisvariabelsdependen sesuai dengan yang ditunjukkan 
pada Tabel 5. 
 







T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.445 .730  1.980 .053 
Pad -.001 .001 -.295 -1.578 .121 
perkapita .041 .096 .090 .422 .675 
pendidikan -.070 .113 -.115 -.619 .539 
a. Dependent Variable: ABS_RES      
Sumber: Data diolah, 2014 
 
6) Pembahasan Hasil Penelitian 
(1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali 
Berdasarkan hasil uji t, pendapatan asli daerah berpengaruhinegatifidan tidak 
signifikaniterhadapitingkatikemiskinanidiiProvinsi Bali. Hal ini di perkuat oleh hasil 
penelitian yang dilakukan Endah Wulan (2012), Budi Santoso dan Retno Puji Rahayu (2003) 
menemukan hubungan yang negatif antara pendapatan asli daerah dan tingkat kemiskinan, 
apabila pendapatan asli daerah yang tinggi maka tingkat kemiskinan akan rendah. 
 
(2) Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali 
Berdasarkan hasil uji t, pendapatan perkapita berpengaruhipositifidan tidak signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil penelitian Resosudarmo et al. (2006) 
menyatakan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan tidak signifikan karena 
dengan pendapatan perkapita tinggi yang dimiliki oleh setiap provinsi, maka akan membuat 
tingkat kemiskinan tersebut bisa bertambah namun tidak terlalu signifikan perubahannya. Hal 
ini terjadi karena pendapatan perkapita biasanya digunakan hanya untuk perbaikan 
infrastruktur dari daerah yang bersangkutan. 
 
 




(3)  Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali 
Berdasarkan hasil uji t, tingkatspendidikan berpengaruh negatif dan 
signifikaniterhadapitingkatikemiskinan di Provinsi Bali. Hasilspenelitian Thamrin (2007) 
menyatkan bahwastingkatspendidikan yang dimiliki seseorang akan menunjukan tingkat 
wawasan maupun pengetahuan seseorang dalam penerapan yang diperoleh untuk 
meningkatkan usahanya dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan faktor penentu untuk 




SIMPULAN DAN SARAN 
 Kesimpulan dalam penelitianninisadalahssecarassimultansvariabelsbebas yaitu 
pendapatansaslisdaerah, pendapatan perkapita dan tingkat pendidikan 
berpengaruhssignifikansterhadapsvariabel terikat yaitu tingkat kemiskinan di Provinsi Bali 
pada tahun 2006-2011. Secara parsial pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapita tidak 
berpengaruh terhadapntingkat kemiskinan di Provinsi Baliipadaitahun 2006-2011. Namun, 
tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikaniterhadapitingkat 
kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2006-2011. 
 
 Berdasarkannhasil penelitian yangntelah diperoleh, maka saran yangndapat diberikan 
yaitu pemerintah dalam hal ini diharapkan memberikan bantuan yang lebih mengarah pada 
peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat 
sehingga masyarakat bisa mandiri, seperti bimbingan dan pelatihan tentang usaha kecil 
menengah dan juga bantuan modal, sehingga masyarakat dapat berusaha sendiri untuk 
meningkatkan pendapatan rumah tangganya. 
 
 Selain itu, kebijakan terkait perbaikan di bidang pendidikan dapat dilakukan dengan 
peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah – daerah terpencil sehingga 
seluruh masyarakat mampu mengenyam pendidikan , sumbangan pendidikan ke masyarakat 
kurang mampu , atau pelatihan guru – guru sebagai tenaga pengajar yang dapat dikirim ke 
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